
GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR :1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR ACEH,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 160
Oanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh sebagaimana telah diubah dengan Ganun Aceh Nomor 10 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Ganun Aceh Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, pergeseran anggaran antar
rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran
antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan
cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh sebagai dasar pelaksanaan,

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
155/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagai dasar
pelaksanaan,

Cc. bahwa untuk melakukan pergeseran anggaran antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017
sebagai dasar pelaksanaan,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun
Anggaran 2017,

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1103):

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893),

3. Undang-Undang.../2
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017,

10.Oanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Oanun
Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Oanun Aceh
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran
Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70):

11. Oanun..../2

LP reni dunimaw PENJABARAN APBA



11. Oanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017,

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 5),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun
2017 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur Aceh ini.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, - “-—- 2017
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PUBERNUR ACEH,Ay

ZAINI ABDULLAH
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, ' ---— 2017
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